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Pencabutan  

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM   

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  29  TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

  

Menimbang  :  a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  terdapat 

beberapa materi dalam Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Pengawasan Dana Kampanye 

Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

hukum, sehingga perlu diganti;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan 

Dana Kampanye Pemilihan Umum; 
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Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN 

UMUM. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota. 

8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan atau nama lain. 

9. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah 

petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

kelurahan/desa atau nama lain. 

10. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk 

oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu 

di luar negeri. 

11. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu 

LN. 

12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya 

disingkat KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu di provinsi. 
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14. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya 

disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara 

Pemilu di kabupaten/kota.  

15. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu 

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 

kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 

DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. 

16. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah 

memenuhi persyaratan. 

17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional 

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai 

Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat 

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 

19. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang 

selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah 

perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai 

Peserta Pemilu.  

20. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak 

lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk 

meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, 

program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. 

21. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut 

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, 

barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk 

membiayai kegiatan Kampanye. 
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22. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya 

disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana 

Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan 

Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta 

Pemilu Kantor Akuntan Publik. 

23. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya 

disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat 

informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo 

pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, 

dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari 

Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain. 

24. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang 

selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang 

memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta 

Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.  

25. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan 

yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana 

Kampanye. 

26. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana 

Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai 

Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain 

dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai 

Politik Peserta Pemilu. 

27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan 

Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai 

Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi 

dan/atau kabupaten/kota.  

28. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP 

adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 
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